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Abstrak/Abstract 

Legalitas usaha merupakan faktor penting dalam meningkatkan daya saing dan 

keberlanjutan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Namun, rendahnya literasi hukum 

perizinan masih menjadi kendala utama dalam pengembangan usaha di tingkat desa. Kegiatan 

Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan memperkuat legalitas UMKM melalui edukasi 

perizinan usaha berbasis partisipatif dan berkelanjutan terintegrasi. Kegiatan dilaksanakan 

pada 11 Januari 2025 di Desa Kutomulyo, Kecamatan Biru-Biru, Kabupaten Deli Serdang, 

dengan metode presentasi interaktif, diskusi, simulasi pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) 

melalui sistem Online Single Submission (OSS), serta evaluasi melalui pre-test dan post-test 

terhadap 36 peserta. Hasil menunjukkan peningkatan rata-rata pemahaman peserta dari 53% 

menjadi 84%, dengan kenaikan sebesar 31 poin pada seluruh indikator, termasuk pemahaman 

NIB, prosedur OSS, P-IRT, sertifikasi halal, dan manfaat legalitas usaha. Temuan ini 

menunjukkan bahwa pendekatan edukatif dan partisipatif efektif dalam meningkatkan literasi 

hukum dan kesadaran kepatuhan pelaku UMKM. Program ini berkontribusi dalam mendorong 

transformasi UMKM menuju usaha yang legal, profesional, dan berdaya saing. 

Kata kunci: legalitas UMKM; perizinan usaha; literasi hukum; Online Single Submissinon; 

Nomor Induk Berusaha  

 

1. PENDAHULUAN  

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam 

pembangunan ekonomi nasional maupun daerah. UMKM tidak hanya berkontribusi terhadap 

penciptaan lapangan kerja, tetapi juga menjadi penggerak utama ekonomi masyarakat di tingkat 

desa dan kelurahan. Dalam konteks pembangunan berbasis komunitas, UMKM menjadi 

instrumen penting dalam meningkatkan kesejahteraan, mengurangi ketimpangan ekonomi, serta 

mendorong kemandirian Masyarakat (Azhari et al., 2024; Harahap et al., 2023; Sugiyanto, 2024). 

Meskipun demikian, salah satu permasalahan mendasar yang masih dihadapi UMKM 

adalah rendahnya tingkat legalitas usaha. Banyak pelaku usaha yang belum memiliki Nomor 

Induk Berusaha (NIB) (Widianto et al., 2022; Wulandari & Budiantara, 2022), izin produksi 

pangan industri rumah tangga (P-IRT) (Komalasari et al., 2021; Tirtawati et al., 2024), maupun 

sertifikasi halal (Ningrum, 2022; Puspita et al., 2023). Kondisi ini umumnya disebabkan oleh 

keterbatasan pemahaman mengenai pentingnya legalitas usaha, persepsi bahwa proses perizinan 

rumit dan memakan waktu, serta keterbatasan akses informasi dan pendampingan teknis. Padahal, 

legalitas usaha merupakan bentuk perlindungan hukum yang memberikan kepastian dalam 

menjalankan kegiatan usaha serta membuka akses terhadap pembiayaan, kemitraan, dan 

perluasan pasar (Mayora & Umboh, 2024; Niravita et al., 2024; Soimah & Imelda, 2023). 
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Dalam perspektif hukum ekonomi, legalitas usaha bukan sekadar kewajiban administratif, 

melainkan instrumen perlindungan dan penguatan daya saing. Regulasi mengenai perizinan usaha 

telah disederhanakan melalui sistem Online Single Submission (OSS) serta kebijakan berbasis 

risiko (Dayantri, 2022; Rahmadani et al., 2024; Rokhman et al., 2024). Namun demikian, 

penyederhanaan regulasi belum sepenuhnya berdampak optimal apabila tidak diimbangi dengan 

peningkatan literasi hukum masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan edukatif yang 

mampu menjembatani antara regulasi yang tersedia dengan pemahaman praktis pelaku UMKM. 

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dirancang dengan pendekatan partisipatif dan 

berkelanjutan terintegrasi. Pendekatan partisipatif mendorong keterlibatan aktif peserta dalam 

memahami prosedur perizinan, sedangkan pendekatan berkelanjutan terintegrasi menekankan 

pentingnya pendampingan berkelanjutan dan sinergi antara akademisi, pemerintah desa, serta 

pelaku usaha. Melalui model edukasi ini, diharapkan terjadi peningkatan pemahaman, perubahan 

persepsi, serta tumbuhnya komitmen pelaku UMKM untuk melegalkan usahanya. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan literasi 

hukum perizinan usaha, membangun kesadaran mengenai pentingnya legalitas sebagai 

perlindungan hukum, serta mendorong kepatuhan pelaku UMKM melalui edukasi yang sistematis 

dan aplikatif. 

 

  

2. METODE PENGABDIAN  

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dilaksanakan pada hari Sabtu, 11 Januari 

2025, bertempat di Aula Kantor Desa Kutomulyo, Kecamatan Biru-Biru, Kabupaten Deli 

Serdang. Sebelum kegiatan dilaksanakan, tim pengabdian menyusun tahapan metode secara 

sistematis agar pelaksanaan program berjalan terarah dan terukur. Penyusunan alur metode ini 

bertujuan memastikan setiap tahap kegiatan, mulai dari identifikasi permasalahan hingga evaluasi 

dan tindak lanjut, dilakukan secara terstruktur dan saling terintegrasi. Dengan adanya alur yang 

jelas, proses edukasi perizinan usaha dapat dilaksanakan secara efektif serta menghasilkan 

dampak yang terukur terhadap peningkatan pemahaman peserta. 

 
Gambar 1. Metode Pengabdian 
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Gambar 1 menunjukkan alur pelaksanaan kegiatan pengabdian yang diawali dengan 

identifikasi permasalahan legalitas UMKM di Desa Kutomulyo. Tahap ini dilanjutkan dengan 

koordinasi bersama pemerintah desa untuk memastikan dukungan kelembagaan dan kesesuaian 

program dengan kebutuhan masyarakat. Setelah itu dilakukan penyusunan materi sosialisasi yang 

mencakup Nomor Induk Berusaha (NIB), sistem Online Single Submission (OSS), P-IRT, dan 

sertifikasi halal sebagai bentuk perlindungan hukum usaha. 

Selanjutnya, kegiatan dilaksanakan melalui edukasi partisipatif berupa presentasi, diskusi, 

dan simulasi pengurusan NIB melalui OSS. Tahap akhir adalah evaluasi melalui pre-test dan post-

test untuk mengukur efektivitas kegiatan, kemudian dilanjutkan dengan analisis hasil serta 

perencanaan pendampingan lanjutan. Alur ini menunjukkan bahwa metode pengabdian tidak 

hanya berfokus pada penyampaian materi, tetapi juga pada penguatan pemahaman dan 

keberlanjutan dampak program. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Alur Pengurusan Perizinan Usaha 

Sebagai bagian dari edukasi perizinan usaha, tim pengabdian menyusun dan menjelaskan 

alur pengurusan perizinan secara sistematis kepada peserta. Penyampaian alur ini bertujuan agar 

pelaku UMKM memahami tahapan administratif secara jelas dan tidak lagi menganggap proses 

perizinan sebagai prosedur yang rumit. 

Alur pengurusan dimulai dari pembuatan akun pada sistem Online Single Submission 

(OSS), dilanjutkan dengan pengisian data usaha, penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB), serta 

pengurusan izin lanjutan seperti P-IRT dan sertifikasi halal sesuai jenis usaha. Penjelasan 

dilakukan melalui flowchart agar peserta dapat melihat tahapan secara visual dan berurutan. 

 
 

Gambar 2. Alur Pengurusan Perizinan UMKM 
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Alur tersebut menunjukkan bahwa proses perizinan telah disederhanakan melalui sistem 

berbasis risiko. Dengan memahami tahapan ini, peserta memperoleh gambaran praktis mengenai 

langkah yang harus dilakukan untuk melegalkan usahanya. 

 

3.2 Hasil Pelaksanaan PKM 

 

Kegiatan diikuti oleh 36 peserta yang terdiri dari pelaku UMKM dan masyarakat setempat. Untuk 

mengukur efektivitas kegiatan, dilakukan evaluasi melalui pre-test dan post-test dengan indikator 

sebagai berikut: 

1) Pemahaman fungsi Nomor Induk Berusaha (NIB) 

2) Pengetahuan prosedur pendaftaran melalui OSS 

3) Pemahaman persyaratan P-IRT 

4) Pengetahuan mengenai sertifikasi halal 

5) Persepsi manfaat legalitas usaha 

Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan pemahaman yang signifikan seperti ditunjukkan 

pada Tabel 1 dan Gambar 3.  

 

Tabel 1. Perbandingan Hasil Pre-Test dan Post-Test 

Indikator 

Pre-

Test 

(%) 

Post-

Test 

(%) 

Kenaikan 

Pemahaman NIB 55 88 33 

Prosedur OSS 50 85 35 

Pengetahuan P-IRT 52 80 28 

Sertifikasi Halal 48 78 30 

Manfaat Legalitas 60 90 30 

Rata-rata 53 84 31 

 

Rata-rata nilai peserta meningkat dari 53% menjadi 84%, dengan kenaikan sebesar 31 poin. 

Peningkatan tertinggi terjadi pada indikator pemahaman prosedur OSS, menunjukkan bahwa 

peserta sebelumnya memiliki keterbatasan informasi mengenai sistem digital perizinan. 

 

Selain peningkatan skor kuantitatif, peserta juga menunjukkan perubahan persepsi. Pada awal 

kegiatan, sebagian peserta menganggap legalitas usaha hanya sebagai beban administratif. Setelah 

kegiatan, mayoritas peserta memahami bahwa legalitas merupakan bentuk perlindungan hukum 

dan peluang pengembangan usaha. 

 
 

Gambar 3. Grafik Perbandingan Pre-Test dan Post-Test 
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3.3 Pembahasan 

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa rendahnya tingkat legalitas UMKM bukan disebabkan oleh 

penolakan terhadap regulasi, melainkan keterbatasan pemahaman dan akses informasi. Edukasi 

berbasis partisipatif terbukti efektif dalam meningkatkan literasi hukum perizinan usaha. 

Pendekatan partisipatif memungkinkan peserta aktif bertanya dan mendiskusikan kendala yang 

mereka hadapi. Simulasi pengurusan NIB melalui OSS memberikan pengalaman praktis sehingga 

peserta lebih percaya diri untuk mengurus izin secara mandiri. Hal ini menunjukkan bahwa 

metode yang tidak hanya bersifat ceramah, tetapi juga interaktif, mampu meningkatkan 

efektivitas pembelajaran. 

Legalitas usaha memiliki implikasi strategis terhadap keberlanjutan UMKM, antara lain akses 

terhadap pembiayaan formal, perluasan pasar, peningkatan kepercayaan konsumen, serta 

perlindungan hukum terhadap potensi sengketa usaha. Oleh karena itu, penguatan legalitas 

melalui edukasi perizinan merupakan langkah penting dalam mendorong profesionalisasi 

UMKM. 

 
Gambar 4. Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi dan Diskusi Interaktif 

 

Dokumentasi kegiatan menunjukkan antusiasme peserta selama sesi presentasi dan diskusi. 

Interaksi aktif antara tim pengabdian dan peserta menjadi indikator keberhasilan pendekatan 

partisipatif yang diterapkan dalam kegiatan ini. 

 

4. SIMPULAN  

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan pada 11 Januari 2025 di Desa 

Kutomulyo, Kecamatan Biru-Biru, Kabupaten Deli Serdang, berhasil meningkatkan literasi 

hukum perizinan usaha bagi pelaku UMKM. Edukasi yang dilakukan melalui pendekatan 

partisipatif dan berkelanjutan terintegrasi terbukti efektif dalam memberikan pemahaman praktis 

mengenai alur pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB), sistem OSS berbasis risiko, serta izin 

pendukung seperti P-IRT dan sertifikasi halal. 

Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan rata-rata pemahaman peserta dari 53% pada pre-

test menjadi 84% pada post-test, dengan kenaikan sebesar 31 poin. Peningkatan terjadi pada 

seluruh indikator, terutama pada pemahaman prosedur OSS dan fungsi NIB sebagai identitas legal 

usaha. Hal ini menunjukkan bahwa keterbatasan legalitas UMKM sebelumnya lebih disebabkan 

oleh kurangnya informasi dan pendampingan, bukan karena rendahnya kesadaran hukum. 

Dengan demikian, penguatan legalitas UMKM melalui edukasi perizinan usaha dapat 

menjadi strategi efektif dalam meningkatkan kepatuhan hukum, memperluas akses pembiayaan, 

serta mendorong daya saing usaha secara berkelanjutan. Program serupa perlu dilanjutkan dengan 

pendampingan teknis agar dampak peningkatan literasi hukum dapat diwujudkan dalam bentuk 

kepemilikan izin usaha secara nyata. 
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5. SARAN  

Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian yang telah dilaksanakan, disarankan agar program 

edukasi perizinan usaha bagi UMKM dilakukan secara berkelanjutan dan terjadwal, tidak hanya 

dalam bentuk sosialisasi satu kali, tetapi dilanjutkan dengan pendampingan teknis hingga proses 

perizinan selesai. Pendampingan tersebut penting untuk memastikan bahwa peningkatan 

pemahaman yang telah dicapai melalui kegiatan edukasi dapat diwujudkan dalam bentuk 

kepemilikan legalitas usaha secara nyata. 

Selain itu, pemerintah desa diharapkan dapat membentuk pusat informasi atau layanan 

konsultasi perizinan UMKM bekerja sama dengan perguruan tinggi dan instansi terkait. 

Kolaborasi ini diperlukan untuk memperkuat ekosistem legalitas usaha di tingkat desa serta 

mendorong transformasi UMKM menjadi lebih profesional, berdaya saing, dan terlindungi secara 

hukum dalam jangka panjang.  
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